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PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia
dan agar aparatur negara menjalankan tugasnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan maka KUHAP mengatur suatu
lembaga yang dinamakan praperadilan. Praperadilan juga berlaku
bagi para tersangka Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, KPK
sebagai lembaga antirasuah bertindak sebagai lawan dari para

tersangka yang mengajukan praperadilan.

Dasar pertimbangan dalam putusan praperadilan Budi
Gunawan Dan Hadi Purnomo didasari dari undang-undang serta
pendapat hakim sendiri dan menyatakan bahwa penetapan
tersangka oleh KPK terhadap keduanya tidak sah. Setelah
dikeluarkannya putusan praperadilan pada kasus Budi Gunawan
dan Hadi Purnomo, jumlah gugatan praperadilan semakin
meningkat. Para tersangka kasus korupsi beramai-ramai
mengajukan praperadilan. Hal ini menunjukan kepada kita bahwa
masih begitu banyak kekurangan dalam sistem hukum kita. Bukan
hanya aturan yang kurang atau bertentangan satu sama lain, tetapi
juga kekurangan pada para penegak hukum. Para hakim juga

seringkali keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga
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membuat keputusan yang diambil kurang tepat. KPK juga masih
memiliki begitu banyak kekurangan. Langkah hukum yang diambil

seringkali bertentangan dengan aturan yang ada.

Dalam kasus praperadilan Budi Gunawan Dan Hadi purnomo,
KPK kalah dalam sidang praperadilan keduanya. Upaya-upaya
hukum yang dilakukan juga masih terbentur dengan peraturan
perundang-undangan yang ada. Walaupun demikian, KPK tetap
professional dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga
antirasuah. Kekalahan KPK dan tingginya permohonan praperadilan

harus menjadi pelajaran berharga bagi komisi antirasuah ke depan.

B. Saran

1. Kekosongan hukum yang ada harus segera diisi sehingga

tidak menimbulkan masalah.

2. KPK harus mengintrospeksi diri untuk melihat apa saja
kekurangan dan kesalahan yang mereka punya dalam hal
proses penetapan seseorang menjadi tersangka, sehingga

pada saat digugat di praperadilan tidak akan kalah
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3. KPK dalam menghadapi sidang praperadilan harus teliti
dalam melakukan upaya-upaya hukum atas putusan
praperadilan sehingga upaya hukum yang dilakukan tidak

bertentangan dengan aturan yang ada.
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